
1en1rnbang : a. bahwa untuk meningkatkan pclayanan pu bhk 
terutama infrastruktur jalan yang memadai di Kabupatcn 
Cilacap, guna mendorong peningkatan perekonomian 
masyarakat dan daya saing daerah, maka perlu adanya 
prioritas pcmbangunan infrastruktur jalan yang drdukurig 
dengan penganggaran pembangunan yang sesuai; 

b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 
2014 tentang Percepatan Penyediaan lnfrastruktur 
Prioritas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 12'2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 ten tang 
Percepatan Penyediaan lnfrastruktur Prioriias. maka 
dipandang perlu adanya percepatan pembangunan 
infrastruktur prioritas unt.uk meningkatkan pelay anan 
kepada masyarakat; 

c. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan ebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Pemerintah 
Kabupaten Cilacap telah menetapkan Peraturan Bupati 
Cilacap Nomor 225 1'aht111 2018 ten tang Pnontas 
Pernbangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten Cilacap; 

d. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan 
pembangunan daerah yang terintegrasi melalui Sistem 
Informasi Perencanaan Pembangunan Cilacap (SlPPeCi) 
dan pemanfaatan Sistern lnformasi Database Jalan dan 
Jembatan (SIMBAJA), maka Peraturan Bupati Cilacap 
Nomor 225 Tahun 2018 tentang Prioritas Pembangunan 
Infrastruktur Jalan Kabupaten Cilacap, dipandang perlu 
untuk diubah dan disesuaikan: 
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2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 44'-14); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang 
Jalan [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4655); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tarobahan Lembaran 
Negara Repu blik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap 
Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap 
Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lernbaran Daerah 
Kabupaten Cilacap Nomor 63); 

Mengingat • 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ten tang . 
Pembentukan Daerah-daerah Ka bu paten Dalarn 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 225 Tahun 2018 
tentang Prioritas Pembangunan Infrastruktur Jalan 
Kabupaten Cilacap; 



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap. 
2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

Pasal 1 

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 10 dan angka 11 
sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 225 Tahun 2018 
tentang Prioritas Pernbangunanan lnfrastruktur Jalan Kabupaten Cilacap 
(Serita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 225) diubah sebagai 
berikut: 

Pasal I 

PERATURAN BUPATl iEN~ANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATl CILACAP NOMOR 225 TAHUN 2018 
TENTANG PRTORITAS PEMBANOUNANAN lNFRASTRUKTUR 
JALAN KABUPATEN CTLACAP. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

• 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 
159); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 
2013 tentang Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Cilacap Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lernbaran 
Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 102); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten 
Cilacap Tahun 2016 Nornor 9, Tarnbahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Cilacap Nornor 134); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2017 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah [Lernbaran 
Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nornor 3. 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 
138); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2018 
tentang Rencana Pembangunan .Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022; (Lembaran Daerah 
Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 3, Tarnbahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 154); 

• 



FAR[D MA'RUF 

SERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2019 NOMOR 9 l 

TTD 

Diundangkan di Cilacan 
pada tanggal 9 A {J{j 2{UCJ 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN CILACAP 

TATTO SUWARTO PAMUJI 

TTD 

Ditetapkan di Cilacap 

pad a cangga1 9 AUG 2CUI 
BUPATI CILACAP 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Cilacap. 
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